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Abstrac: Stateintervention is assumed to have effective legitimating and authority in addressing
exploitative practices over natural resources by local community. However, thisisnot the casein
this study. As shown in the case of implementation of Cilacap Local Government Act No. 6/2001
governing Plan of Segara Anakan Space Administration, state intervention is not effective in
addressing problems of natural resource uses. Therefore, this study aims at analyzing effective-
ness of policy implementation in natural resource conservation region with. To achieve the re-
search aim, this study applied a qualitative research method namely case study and data was
analyzed by interactivemodel. Purposive sampling followed by snowball-sampling wasapplied to
select credibleinformantsfrom various stakeholders. This study showsthat theimplementation of
conservation policy in Segara Anakan Area is far from effective in controlling exploitative and
destructive practices over Segara Anakan resources such as overfishing by apong net fishermen
and land use expansion for agricultural practices and settlement purpose. In consequence, Segara
Anakan Area as limited Conservation Zone remains under raising population pressure. Some
causes of ineffective policy implementation founded in this study are lack of policy communica-

tion, ineffective of coordination among agencies, and lack of resource availability.
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Kgianini membahasproblemimplementas kebija-
kankonservas di kawasan SegaraAnakan Cilacap.
Meaui pemahaman kendala-kenda akel embagaan
terhadap efektivitasimplementas, studi ini berupaya
untuk mengidentifikasi kan beberapasolus untuk
mengatasi persoalan kelembagaan tersebut. Inti
persoa an yang diperdebatkan dalam studi ini addah
mengena peran pemerintahloka (the role of local
government) dalam mengatasi persoalan konser-
vas sumberdaya.

Intervens pemerintah menurut literatur me-
rupakan jawaban klasik terhadap problem ekster-
nalitas negatif yang terjadi akibat pemanfaatan
sumberdayayang berkarakter milik bersama(com-
mon pool) (Birner dan Gunaweera, 2002: 194;
Butler, 2005: 462; Pettberg, 2006: 579). Hdl ini dika-
renakan pemerintah memiliki kekuasaan coersive
yang monopolistik sehinggalebih efisien dalam
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mengawas kepatuhan warganegaradaripadapihak
lain (Zerbe Jr and McCurdy, 2000: 10; Limaet d.,
(2006: 27 - 28; Schmitt, 2009: 8). Kawasan Segara
Anakan dapat diklasifikasikan sebagai sum-
berdayayang dimiliki bersamakarenasiapapun
dan kapanpun dapat memanfaatkan kekayaan
yang terkandung didalamnya. Oleh karenanya,
kawasan SegaraAnakan menjadi rentan terhadap
eksploitas yang berlebihan jikatanpa pengawasan
pemerintah.

Masdahmula berkembang ketikaK avasan
SegaraAnakan ditetapkan sebagal zonakonservas
terbatas melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabu-
paten Cilacap Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ren-
cana Tata Ruang Kawasan SegaraAnakan. Hal ini
dilakukan karena SegaraA nakan secaraalamiah
merupakan kawasan pemijahan ikan (nursery
ground) dan menjadi habitat anekaragam floradan
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fauna. Oleh karenanya, untuk menjagakeberlanjutan
biodiverstasnyayang unik tersebut berbaga praktek
pemanfaatan sumberdayaharus mendapatkanizin
dari pemerintah kabupaten.

Masaahnya, praktek-praktek penangkapan
ikantradisona yang telah lamadilakukan oleh ma-
syarakat cenderung eksploitatif. Masyarakat setem-
pat umumnyamenggunakan dat tangkapjaringyang
dikena dengan sebutan “jaring apong atau apung’”.
Terbukti eksploitatif karenajaring apong tidak ber-
bedadengan jenisjaring pukat harimauyang memiliki
matajaring yang sangat kecil. Perbedaannya, jaring
pukat harimau bersfat mobile karenaditarik dengan
kapal sementarajaring apong bersifat static karena
ditanam di dasar perairan dan mengapung di permu-
kaan. Persamaannya, keduajenisjaring tersebut
sama-samamenangkap berbagai ukuranikan, baik
besar maupun kecil. Oleh karena SegaraAnakan
merupakan habitat bagi proses pemijahan dan per-
tumbuhan berbagai jenisikan, penggunaan jaring
apung tentu sgjamengancam keberlangsungan bio-
diverstasdi kawasantersebut.

Menghadapi situasi di atas, implementas
PerdaNomor 6 Tahun 2001 tentunyamendapatkan
tantangan yang besar dari masyarakat yang hidupnya
bergantung padahas| tangkapanjaring gpung. Kasus
ini menjadi menarik karenaberbagai literatur yang
menjelaskanimplementas kebijakan lingkungandi
negara-negaraberkembang berujung dengan kege-
gaan (Olievera, 2002: 1716; Hayward, 2006: 910;
Sheriff, 2009: 253) Berbagai penyebab dibalik
kegaga animplementas kebijakan lingkungan ber-
sumber dari dukungan politik yang rendah, keter-
sediaan anggaran yang tidak mencukupi, kapasitas
birokras yang tidak memadai, dan tantangan dari
masyarakat setempat (Olievera, 2002: 1716;
Mvondo, 2009: 84). Dengan demikian, perumusan
masal ah yang dapat ditarik dalam studi ini adalah
apakah implementasi Perda Nomor 6 Tahun
2001 efektif mengendalikan praktek-praktek
overfishing di kawasan Segara Anakan dan
tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses
implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan
rumusan masal ah tersebut, kgjian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan kinerja implementasi
kebijakan konservasi sumberdaya di kawasan
SegaraAnakan.
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METODE

Pendlitianini dilaksanakan akhir tahun 2008
dan dirancang dengan menggunakan metode studi
kasus. Tujuannyaada ah untuk menganadisissecara
mendalam faktor-faktor dibalik kegagalanimple-
mentad kehijakankonsarvas sumberdayamddul Perda
Nomor 6 Tahun 2001 di kawasan SegaraAnakan.

Kasus SegaraA nakan dijadikan bahan ka-
jian karenamencerminkan intervens pemerintah
untuk menetapkan kawasan tersebut sebagai zona
konservasi terbatas melalui implementasi Perda
Nomor 6 Tahun 2001. Kawasan Segara Anakan
beradadi wilayah administratif Kabupaten Cilacap.
Kawasan tersebut tidak saja memiliki keunikan
ddambiodiverstinyatetapi sekdigusrawanterhadap
praktek-praktek penangkapan ikan yang berten-
tangan dengan tujuan PerdaNomor 6 Tahun 2001.
Oleh karenasebagian besar masyarakat nelayan di
Kabupaten Cilacap telah |lamamenggantungkan
hidupnyadari wilayah perairan SegaraAnakan, maka
implementad PerdaNomor 6 Tahun 2001 mendgpetkan
tantanganyang besar dari kd ompok masyarakatini.

Teknik pengumpulan datameliputi observas
berpartispas meaui keterlibatan langsung pendliti
dalam pertemuan warga, wawancara mendalam
dengan informan-informan kunci yang diseleksi
secarapurposive, seperti tokoh-tokoh nelayanlokal,
gparat pemerintah kabupaten khususnyadari kepaa
desa dan perangkat desa, Dinas Kebersihan dan
Lingkungan Hidup (DKLH), DinasK ehutanan dan
Pertanian, dan Badan PengelolaK awasan Segara
Anakan (BPKSA).

Datadiandisisdengan modd interaktif dari
Miles dan Huberman (1992: 20) yang mencakup
kegiatan pengumpul an data, tampilan data, verifikas
data’lkesimpulan, hingga bisa kembali lagi pada
pengumpulan datajikainformas yang dibutuhkan
belummemadai.

HASIL
Kinerja Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2001
Tujuan utamaditerbitkannya PerdaNomor

6 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Ka-
wasan SegaraAnakan ada ah untuk mengendalikan
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tingkat kerusakan ekos stem L agunaSegaraAnakan
dari berbagai macam praktek pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya oleh penduduk lokal.
Ekosistem lagunayang berperan vital bagi habitat
berkembangnyaanekaragam jenisikan dan hutan
mangrove dipandang penting untuk ditetapkan
sebagal zona konservasi terbatas. Harapannya,
melalui intervensi Perda Nomor 6 Tahun 2001
Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat membangun
kesadaran dan kepatuhan penduduk lokal untuk
menjagaekosistem laguna.

Namun demikian padaleve implementas,
ternyataPerdaNomor 6 Tahun 2001 samasekali
tidak efektif untuk mengendalikan|gju kerusakan
laguna. Sebaiknya, seiring dengan meningkatnya
jumlah penduduk di sekitar kawasan LagunaSegara
Anakan, tekanan terhadap ekos stem lagunamenjadi
semakin besar. Sal ah satunya adal ah penebangan
hutan bakau. K egiatan pembaakan liar hutan bakau
dilakukan gunakepentingan pemukiman penduduk,
material bahan bangunan, pertanian, pertambakan
dan jugabahan bakar industri. Yang menarik adaah
intensitas penebangan hutan bakau |ebih banyak
dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar
Kawasan SegaraA nakan daripadapenduduk lokal .

Namun demikian, sistem pengendalian
terhadap aktivitas illegal logging lebih banyak
diserahkan kepada pemerintah sgja, dalam hal ini
adalah BPKSA dan aparat hukum. Tindakan
masyarakat terhadap aktivitas penebangan liar
tersebut hampir tidak ada. M enurut mereka, kontrol
hukum terhadap penebang liar adalah tugas dan
kewajiban pemerintah. Selain pendekatan
penegakan hukum yang lebih bersifat top down,
masyarakat jugatidak memiliki budayalokal yang
mengg arkan tentang mekanismemenjagalingkungan
atau melestarikannya. Dampaknyaada ah berbagai
kegiatan yang merusak hutan bakau tidak
mendapatkan tindakan berarti dari masyarakat
sekitar. Sementara keberadaan aparat hukum di
lokas kegjadian jugatidak dapat dianda kan.

Tabel 1. Kecenderungan penurunan luas hutan bakau

Talnan Luas (hal
1274 15551
1272 10975
195M 2975
2005 2352

Sumber: BPKSA Kabupaten Cilacap (2008:4)
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Dampak lemahnya implementasi Perda
Nomor 6 Tahun 2001 ada ah semakin menyusutnya
|uas hutan bakau di Kawasan Laguna SegaraAna-
kan. Menurut dataterakhir (2003), luashutan bakau
mengalami penyusutan hingga53,71 persensdama
hampir duadekadesgak tahun1974 (lihat Tabd .1).
Dampak ekologi dan ekonomisyang makindirasa-
kan add ah terganggunyahabitat berbagai jenisikan
dan semakin berkurangnyahasil tangkapan ikan.

Studi yang dilakukan oleh Dudley (2000:
21) mel gporkan bahwasekurangnyaadaempat spe-
siesudang yang sudah tidak ditemukan berkaitan
dengan ragam spesies udang yang terdataselama
tahun 1999 sampai 2000, dibandingkan dengan data
sebelumnya. Secaraekonomis, akibat rusaknyaeko-
sistemn hutan mangrove jugamemberikan dampak
ekonomisterhadap hasil tangkapan ikan. Selama
kurunwaktu 1999 - 2000 hasi| tangkapan nelayan
menurun hampir seperempatnya.

Aspek lain yang diatur oleh PerdaNomor
6 Tahun 2001 adal ah setiap pemilik alat tangkap
ikan yang menangkapikan di kawasanlagunaharus
mendapatkanizin kepemilikan dari Bupati. Hal ini
sebenarnyamerupakan bentuk kompromi Pemerin-
tah Kabupaten Cil acgp terhadap konflik pemanfaatan
sumberdayalagunaantaranelayan jaring dengan
penggunalainnya. Namun demikian, temuan di
lapangan menunjukkan bahwa parapemilik jaring
khususnyajaring apung tidak memiliki izin. Bahkan
tidak mengetahui kewajiban untuk mendapatkan
izindari Bupati. Padahal sebenarnyajaring apung
termasuk alat tangkap yang dilarang digunakan
di Kawasan Segara Anakan tanpa seizin Bupati
Cilacap.

Bahwajaring goung dilarang karenasfainya
yang overfishing pun ternyatatidak disadari oleh
paranelayan laguna. Sebagian besar informan nda
yanjaring gpoung menyatakan keti daktahuan dampak
tindakan merekaterhadap lingkungan dan sumber-
dayalaguna. Bahkan merekajustru menilai bahwa
rusaknyakawasan laguna adal ah akibat perilaku
industri dalam membuang limbah. Meski demikian,
adabebergpainforman ndayan yang menyadari bah-
wa penangkapan ikan dengan menggunakanjaring
apung telah membunuh bibit-bibit ikan. Namun ka-
rena persoa an pemenuhan kebutuhan pokok rumah
tanggadan langkanyakesempatan kerjadi sektor
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lain, makamerekatetap bertahan untuk menggu-
nakanjaring apung.

Rusaknyaekos stem lagunasemakin tidak
dapat dikendalikan oleh Perda Nomor 6 Tahun
2001. Dataterakhir padatahun 2007 mengungkap-
kan bahwa pembal akan liar terhadap hutan bakau
dipicu oleh kebutuhan masyarakat akanlahan gara
pan. Disamping karenaprosespendangka anwilayah
perairan akibat |gyu sedimentas yang berlangsung
terusmenerus, ekos stem lagunasemakin rusak aki-
bat ekspansi lahan garapan di wilayah laguna.
Administratur Perum Perhutani Banyumas Barat
Sangudi Muhamad menginformaskanbahwadari 7.000
ha lahan hutan bakau yang tidak produktif, 6.000 ha
dantaranyamedhddamkonflik dengenmesyarekatkarena
digunakanuntuk lahen pertanian. Seetini Ssahutanbakau
yangmeasih produktif sebesar 8000 ha

Upayauntuk merehabilitas hutan mangro-
ve pernah dilakukan ol eh dinaskehutanan, namun
demikian upayatersebut tidak melibatkan masya-
rakat. Menurut seorang tokoh nelayan diungkapkan
bahwa sejak awal khususnyatahap perencanaan
masyarakat tidak pernah dilibatkan. Apabilaada
bebergpaanggotamasyarakat yang terlibat sebenar-
nyamerekahanyadilibatkan padatahap pelaksa-
naannyasaja. Akibatnya, kerusakan hutan bakau
akibat penebangan liar tidak efektif dikendalikan,
karenamasyarakat memandang tanggung jawab
pengendalian beradadibawah kendali pemerintah
daerah dan aparat keamanan.

Masaah krusia lainnyadi wilayah laguna
SegaraAnakan add ah md uasnyalahantimbul akibat
prosessedimentas . Dengan lgju sedimentas sebesar
10,6 jutam?/tahun, SegaraAnakan padatahun 1903
yang luas semula berkisar 6.450 ha mengalami
penyusutan hinggamenjadi 600 ha padatahun 2002
(Guntoro, 2007: 3 - 4). Menurut KepalaBPK SA
Supriyanto, salah satu masalah utamadi Kawasan
SegaraAnakan add ah semakin luasnyatanah timbul
akibat besarnyatingkat sedimentas yang masuk ke
laguna SegaraA nakan. Awal nya, keberadaan tanah
timbul belum mendapatkan status hukum kepemili-
kan dan pengelolaan yang jelas. Menjadi petani
penggarap lahantanahtimbul dan pemukimandi atas
lahan yang satuskepemilikannyatidak jel asmemun-
culkan konflik. Konflik terjadi diantara petani
penggarap dengan pendatang, L embaga Pemasya-
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rakatan Nusa Kambangan dan Badan Pertanahan

Nasional. Masing-masing pihak menyatakan diri

sebagal pihak yang paing berhak dalam pengdolaan

tanah timbul tersebut.

Ddam perkembangannya, gunamenang-
gapa potens konflik lahan, Pemerintah Kabupaten
Cilacap memberikan pengakuan bahkanizinkepada
penduduk setempat untuk menggarap lahan tanah
timbul. Luashak garap didasarkan atasrasiojumlah
kepala keluarga dengan luas lahan timbul yang
tersediadi masing-masing desa, sehinggaluashak
garap berbeda-bedaantarasatu desadengan desa
lainnya Untuk setigpkepdake uargadi DesaPanike
mendapatkan dua hektar, sedangkan untuk Desa
Ujungaang dan Ujunggagak masing-masing kepda
keluargamemperol eh hak garap sel uas satu hektar.
Selebihnya pengelolaannya diserahkan kepada
pemerintah desa setempat.

Berdasarkan kebijakan pengelolaanlahan
timbul, penggarap lahan timbul diikat dengan
beberapaketentuan berikuit.

1. Penggargp sanggup menggarap tanah atau lahan
dengan sebaik-baiknya;

2. Penggarap sanggup menaati keputusan desa;

3. Penggarap sanggup menyerahkan tanah atau
|ahan garapannyasawaktu-waktu untuk kepen-
tingan pemerintah,

4. Apabilaternyata pemegang hak garap tidak
mel aksanakan ketentuan-ketentuan tersebut,
makasurat keterangan penggarap yang diberi-
kan akan dicabut dan tanah akan dikuasa oleh
Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Ketentuan di atas sebenarnyacukup ideal
untuk memberikan kepastian hukum kepadapara
penggarap lahan timbul. Namun demikian, praktek
di lapangan justru menunjukkan bahwa penduduk
lokal menyerahkan hak garapnya melalui sewa
kepada pihak lain terutamakepada pendatang yang
berasal dari Poving JawaBarat. Ha ini dikarenakan
penduduk lokal tidak memiliki penga aman bertani
dibanding merekayang berasd dari JavaBarat. Hal
krusd lainnyaadaahjikapenduduk |oka memper-
jualbelikan lahan garapannya kepada para pen-
datang, tentu sgjaakan menya ahi kontrak yang dise-
butkan dalam keputusan pemerintah kabupaten.
Padasis lain pemerintah kabupaten tidak memiliki
indrumen untuk memantau perpindahan kepemilikan
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lahan. Sehinggapotend perubahan kepemilikan lahan
kemungkinan besar dapat terjadi. Hasi| studi yang
dilakukan oleh Rosyadi dan Anwaruddin (2007: 25)
menemukan bahwa penduduk pendatang lebih
menguasal lahan-lahan garapan yang dekat dengan
tempat tinggal mereka daripada penduduk asli.
Bahkan beberapadari merekamendirikan tempat
tinggal di atas tanah timbul agar akses terhadap
penguasaan |ahan garapan semakin meningkat. Ini
berarti penguasaan |ahan tanah timbul tengah ber-
pindah tangan dari penduduk adi ke penduduk pen-
datang. Penduduk pendatang yang berasd dari Jawa
Barat |ebih berpenga aman ddam budidayapertanian
daripadapenduduk adli.

Datadi atas menunjukkan bahwakinerja
implementas PerdaNomor 6 Tahun 2001 yang me-
ngatur fungs wilayah lagunaberadapadatingkatan
yang rendah. Tekanan penduduk dan persod an akan
tuntutan pemukiman dan lahan garapan serta
minimnya kesadaran penduduk lokal di wilayah
lagunatidak mampu diatas oleh intervens peme-
rintah kabupaten. Akibatnya, fungs lagunayang
ditetapkan sebagai zonakonservas terbatastelah
menga ami perubahan yang besar baik dalam bentuk
eksploitas sumberdayaikan, ekpans [ahan garapan
maupun pemukiman.

Komunikasi Kebijakan

Kasusketidaktahuan nelayan jaring yang
menangkap sumberdayaikan di wilayah laguna
mengenal kewgjiban mengantongi izin penggunaan
jaringmencerminkan tidak efektifnyaproseskomu-
nikas kebijakan. Dari wawancaramendalam ter-
hadap tokoh-tokoh nelayan terungkap bahwaupaya
Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan
status kawasan Segara Anakan melalui Perda
Nomor 6 Tahun 2001 tentang RencanaTataRuang
Kawasan Segara Anakan dipandang elitis oleh
masyarakat. Hd ini dikarenakan absennyapartispas
publik dalam proses|egislasinya. Bahkan dalam
pandangan masyarakat, perdatersebut bertentangan
dengan tatanan dan budaya masyarakat. Para
pengambil kebijakan tidak pernahterjunkelapangan
menanyakan kepadamasyarakat baik secaraforma
maupun non-formal (jaring aspirasi). K onsekuen-
sinya, PerdaNomor 6 Tahun 2001 dipandang tidak
mengakomodasi kan budayamasyarakat.
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K etidaktahuan masyarakat nelayan ter-
hadap substans PerdaNomor 6 Tahun 2001 juga
berakar dari minimnyakegiatan penyuluhan oleh
aparat BPK SA maupun Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap. Wawancarayang dilakukan
terhadap kelompok nelayan melalui kelompok
diskus terfokusterungkap bahwa sebagian besar
nelayan menyatakan tidak pernah mendapatkan
penyuluhan mengenai berbagai aturan yang terkait
dengan praktek penangkapan ikan. Hanya bebe-
rapanelayan yang mel aporkan pernah mendapat-
kan penyuluhan tentang is PerdaNomor 6 Tahun
2001.

Beberapainforman nelayan yang pernah
mendapatkan penyuluhan mengungkapkan bahwa
jikapemerintah kabupaten melarang penggunaan
jaring apung, maka perlu dilakukan secarategas,
serentak, dan tidak diskriminatif. Disampingitu,
nelayan jugamenuntut kompensas danprogramdih
profes gpabilapraktek jaring gpung dihapuskan dari
wilayah laguna. Bahkan bebergpainforman nelayan
menekankan bahwainvestas jaring apung sudah
cukup besar baik dari segi proses pembuatan patok
hinggahargajaring. Lokas patok, misalnya, meru-
pakan sumber rejeki bagi nelayan apong karena
lokas yang strategismemberikan hasil tangkapan
ikan yang cukup banyak. Jika praktek apung di-
larang, maka menurut mereka hal itu sama sgja
dengan menutup sumber kehidupan masyarakat. Hal
ini menunjukkantingkat resistens yang tinggi dari
kal angan nelayan terhadap PerdaNomor 6 Tahun
2001.

K ebijakan menjadi semakin tidak efektif
karena proses komunikasinya hanya melibatkan
peran gparat pemerintah. Sementarabeberapapihak
yang terkait seperti lembagaswadayamasyarakat
(LSM) sertaorganisasi nelayan belum signifikan
dilibatkan sebagai agen komunikasi. Alasan yang
dikemukakan oleh pemerintah kabupaten adalah
keterbatasan dana untuk melakukan penyuluhan
lebih [uas. K eterbatasan danadan tenaga penyuluh
telah menyebabkan lemahnyaproseskomunikas
kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2001. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja
implementasi Perda No. 6/2001 berada pada
tingkatan yang rendah akibat proses komunikasi
kebijakan yang lemah.
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Koordinasi antardinas

L embagayang berperan penting terhadap
pengel ol aan wilayah SegaraAnakan adal ah Badan
Pengel olaa Kawasan Segara Anakan (BPKSA).
Badan ini dibentuk dengan Peraturan Daerah No.
28 Tahun 2000. K ewenangan badan tersebut adalah
mel akukan perencanaan dan pengelolaan Segara
Anakan secara mandiri dan bersifat swadana.
BPKSA merupakan lembaga nonstruktual yang
secarakhususdibentuk oleh Pemerintah K abupaten
Cilacap sebagai konsekuens adanya proyek ban-
tuan luar negeri yang dibiaya olenAsian Develop-
ment Bank (ADB), yaitu SegaraAnakan Conser-
vation and Development Project (SACDP).

Langkah-langkah yang ditempuh untuk
menyelamatkan ekos stem hutan bakau telah sering
dilakukan oleh BPK SA bersamainstans terkait.
Penanaman kembali hutan bakau di areal hutan
bakau yang rusak merupakan salah satu langkah
penting yang telah dilakukan oleh BPK SA. Pada
tahun 2002 upaya penghijauan hutan bakau dilaku-
kandi atasareal hutan seluas 1.125 ha. Programini
jugatelah melibatkan masyarakat. Namun dalam
prakteknya, programini tidak diintegrasikan dengan
kepentingan nelayan. Pendekatan program
dipandang oleh kelompok nelayan cenderung elitis
dan tidak membuka partisipasi aktif masyarakat
nelayan.

Salah satu hal yang dikhawatirkan masya-
rakat adal ah kegiatan penghijauan tidak memper-
hatikan status|ahan hutan yang akan diremajakan.
Menurut bebergpatokoh nelayan, lahan yang dijadi-
kan program penghijauan ada ah |ahan dengan sta-
tus hak adat (ulayat) yang dikelola masyarakat
secaraturuntemurun. Sehinggakegiatan penghijauan
menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan
masyarakat bahwamerekaakan kehilangan status
kepemilikan lahan mereka. Akibatnya, program
tersebut tidak mendapatkan respon yang positif dari
masyarakat.

Kegiatan konservas hutan bakau tidak sgja
dimonopoli oleh BPKSA. Masih ada beberapa
lembagaterkait seperti Perhutani, LembagaPema-
syarakatan Nusakambangan dan DinasK ehutanan
dan Pertanian. Namun demikian, upayakonservas
di wilayah SegaraAnakan tidak dilakukan dengan
mekanismekoordinas yang jelas. Masing-masing
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instans yang berkepentingan bekerjadengan pro-
grammasdng-masing, tanpaadasnergi kelembagaan
yang balk.

Akar masdah ketiadaan koordinas menurut
KepalaBPK SA adaah statuskelembagaan BPKSA
sebagai lembaganonstruktural. Padahal kegiatan
konservas SegaraAnakan meliputi berbagai kegia-
tan yang jugaditangani dinasteknis. Oleh kare-
nannya, koordinas antarbirokrasi sangat penting
untuk dilaksanakan. Sayangnya, karena eselon
BPKSA di bawah instans lainnya, maka peran
BPKSA sangat |lemah untuk melakukan koordinas.
Akibatnya, PerdaNomor 6 Tahun 2001 jugamen-
jadi lemah untuk diimplementasikan.

Ketersediaan Sumberdaya

Masalah utama lainnya yang dihadapi
Pemerintah K abupaten Cilacap dalam melindungi
zona konservasi terbatas Segara Anakan adalah
lemahnyaposis BPKSA dalam melakukan fungs
koordinas. Indikasinyadapat dilihat dari tigaaspek
penguasaan sumberdayayang minim, yaitu ketidak-
jelasan kewenangan, sumberdayamanusayang tidak
memadai, dan sumber danayang masi h bergantung
padainstang/lembagalain.

K eti dakj el asan kewenangan yang dimiliki
BPK SA tdah mengakibatkanfungs koordinas yang
seharusnyadimainkan olen BPK SA tidak berjalan
seperti yang diharapkan. Organisas BPK SA yang
bukan lembagastrukturd dantidak memiliki esdlon,
berdampak pada lemahnya posiss BPKSA saat
melakukan koordinasi dalam pengembangan dan
pengel olaan kawasan SegaraA nakan. Kasusjual
beli lahantimbul di kawasan SegaraAnakan merupa:
kan salah satu cermin dimana BPK SA tidak bisa
berbuat apa-apaketika pemerintah desa setempat
memfasilitas prosesjual beli atau sewalahan. Hal
ini dikarenakan secaraadminigtratif wilayah Segara
Anakan beradadalam otoritas Pemerintah Keca-
matan Kampung Laut yang memiliki kekuatan hukum
sebagal kecamatan khususyang menangani konser-
ved.

Bentuk ketidakjel asan kewenanganlainnya
ditemukan padatidak dimilikinyakepastasBPK SA
untuk membuat kebijakan ddam menangani masdah
SegaraAnakan. Meskipun BPK SA dibentuk dengan
sebuah perda, tetapi BPK SA tidak diberikan otori-
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tas untuk mengajukan produk hukum. Akibatnya,

poss BPKSA menjadi lemehsscarahukumdanpalitik.

Dari sagi kepemilikan sumberdayamanuga,
sebagian besar karyawan BPK SA mash menginduk
padalembagadaninstans di luar BPKSA. Dari 18
orang karyawan, merekaterdiri dari enam orang
PNS sedangkan 12 orang lainnyamasih menjadi
tenagahonorer pemerintah daerah. Tigaorang kar-
yawan diantaranyamas h menginduk padaBappeda,
sementara satu orang karyawan masih berstatus
sebagal pegawai Bagian Keuangan Sekretariat
Kabupaten Cilacap dan sisanyamenginduk pada
Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten
Cilacap. Masal ah mangjemen karyawan jugadite-
mukan, yaitu penempatan personil belum sesuai
dengan bidang dan keahliannya. Kondisi ini ber-
dampak pada beban kerja yang tidak merata
antarunit kerja.

Akibat persoalan struktur, makaBPK SA
masi h beradadi bawah kenddi BAPPEDA. Karena
kondig strukturd tersebut, kelancaranimplementas
kegiatan pengelolaan Kawasan Segara Anakan
menemui kenda akeuangan sebagal berikut:

1. Penjabaran program dari Renstra Pengelolaan
Kawasan SegaraAnakan tidak dapat dilaksa-
nakan secara optimal. Hal ini disebabkan
BPKSA belumdiakui sebagal SKPD yang oto-
nom, sehinggaberdampak padasulitnyamenja
barkan renstrapengel olaan KSA menjadi ren-
cana kerja tahunan. Akibatnya konsistensi
pel aksanaan renstramenjadi terabaikan.

2. Besarananggaran dalam pel aksanaan kegiatan
tergantung dari SKPD induk. K enyataan yang
adahinggasaat ini dalam menjabarkan renstra
ke dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan
pengelolaan K SA masihtergantung padadokas
anggaran dari SKPD induk, yaitu Bappeda. Hal
ini berpengaruh padabesaran anggaran dalam
kegiatan, sehinggaprogram pengelolaan menjadi
terbatas.

3. Panjangnyaprosesadministrasi akibat masih
menginduknyaanggaran kegiatan BPK SA pada
SKPD Bappeda, membawakonsekuens pan-
jangnyaprosesadministras menyangkut kebija
kan dan kewenangan..

Kendalasumberdanajugadidami Pemerin-
tah Kabupaten Cilacap padasaat parandayanjaring
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apung menuntut sgumlah kompensas ataspeara-
ngan penangkapan ikan. Menurut sejumlah tokoh
nelayan, masyarakat sgauhini relatif mandiri dalam
mengembangkan ekonominya. Berbagai bantuan
dari pihak luar sepanjang tidak mengikat dianggap
sebagal unsur penunjang kehidupan rumah tangga
dan desamereka. Di matamereka, pelarangan peng-
gunaaan jaring apung yang telah lamadi praktekkan
samaha nyadengan menci ptakan pengangguran dan
merampassumber ekonomi mereka. Olehkarenanya
mereka menuntut kompensasi tidak saja dalam
bentuk uang, tetapi jugajaminan pekerjaan aternatif
apabilapraktek jaring gpung benar-benar dilarang.
Menghadapi tuntutan tersebut Pemerintah Kabu-
paten Cilacap tidak dapat menjawab secarategas
karenakemampuan keuangan daerah yang sangat
terbatas.

PEMBAHASAN

Wacanaintervens pemerintah dalam upaya
perlindungan lingkungan tel ah berkembang sgjak
tahun 1960 dan 1970 terutama di negara-negara
berkembang (Desal, 1992: 622 - 624; Brockington,
2006: 112 - 113; Lewis, Provencher, dan Van
Butsic, 2009: 239). Seiring dengan pelaksanaan
pembangunan ekonomi, berbagal kerusakan ling-
kungan akibat eksploitas sumberdayapembangunan
mendorong pemerintah sebagal pemegang otoritas
untuk membuat kebijakan dan hukum lingkungan.
Daamimplementas nyadibentuklah berbagal badan
atau instansi yang mendapatkan mandat untuk
mel aksanakan kebijakan dan hukum lingkungan.
Untuk wilayah Segara Anakan, Pemerintah
Kabupaten Cilacap membentuk Badan Pengelolan
Konservasi Segara Anakan (BPKSA) sebagal
instansl yang menangani persoa an lingkungan di
kawasan SegaraAnakan. Selain BPK SA, terdapat
berbagal dinasdaerah daninstans vertika lainnya
yangterlibat dalam pengelolaan KSA.

Namun demikian, peran pemerintah baik
lokal maupun pusat dalam implementasinya
mendapatkan sgjumlah kendala. Dalam berbagal
literatur implementasi telah sering disebutkan
beberapa kendalayang sering mengganjal proses
implementas kebijakan publik seperti komunikad,
koordinasi, dan ketersediaan sumberdaya (lihat
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Edward 111, 1980: 10; van Metter dan van Horn,
1975: 464). Ddam penditianini ditemukan bahwa
prosesimplementasi PerdaNomor 6 Tahun 2001
yang mengatur polapemanfaatan wilayah Segara
Anakan gagal mencapai tujuan-tujuannya. Akibat-
nya, kondis beragam sumberdayayang tersediadi
wilayah SegaraAnakanterusmengaami kerusakan.
Beberapa penyebab utama tidak efektifnya
implementasi kebijakan konservasi mencakup
minimnya jalinan komunikasi antara lembaga
pemerintah dan masyarakat, mekanismekoordinas
yang tidak jelas, dan sumberdayayang terbatas.

Penanganan konservas sumberdayaalam
merupakan domain kebijakan publik yang sangat
komplek dankrusd sertasarat akan konflik. Di satu
Sisi, masyarakat lokal berkepentingan terhadap
sumberdayaalam sebagai bagian dari keberlangsu-
ngan ekonomi dan budayaloka mereka. Sementara
di 99 lain, pemerintah berkepentingan untuk menjaga
keberlangsungan sumberdayaaam dari berbagal
praktek yang overexploitation. Namun demikian,
intervens pemerintah dalam domainini mengadami
tantangan yang seriuskarenawilayah pesisir sarat
akan konflik. Studi yang dilakukan Reichel et al
(2008:4- 9) di KSA mengidentifikeskan paingtidak
empat jeniskonflik, yaitu konflik antaranelayan dan
petani, konflik antar nelayan, konflik antaranelayan
danindustri, dan konflik antarapemerintah (negara)
dan masyarakat |oka . Dalam konteksstudi ini, ter-
hambatnyaimplementasi PerdaNomor 6 Tahun
2001 tidak sgakarenakendalateknisadministratif
tetapi secaraimplisit juga karena konflik kewe-
nangan antar lembaga. Akibatnya, berbaga kegiatan
yang disel enggarakan dalam rangka penanganan
konservasi SegaraAnakan berjalan secaraparsia
tanpahasil yangjelas.

Dari perspektif implementas, jeniskebija
kan yang tujuannyaintangible, bersifat tidak rutin,
dan mdibatkan banyak pemangku kepentingan me-
miliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam tahap
implementasinya(lihat Grindle, 1980:8-9). Situas
semacamini jugaditemukan dalam implementasi
PerdaNomor 6 Tahun 2001. Tujuan kebijakan yang
berupayamel akukan perubahan perilaku dari yang
tidak konservasionismenjadi konservasionisme-
ngandung ukuranyang intangible. Selain menuntut
jangkawaktu yang panjang, kebijakan semacam
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PerdaNomor 6 Tahun 2001 semakin sulit mencapal
tujuan-tujuan yang ditetapkan ketika beragam
kepentingan tidak dapat dikoordinasikan dalam
sebuah mekanismeyang jelas. Olenkarenanya, jenis
kebijakan semacam Perda Nomor 6 Tahun 2001
dalam impelementasinya perlu dirancang dengan
mekanismekoordinas yang jelassertamengedapan-
kan dimensi partisipasi dalam setiap tahapan
pel aksanaan kebijakan.

SIMPULAN

Efektivitasimplementas kebijakan publik
yang mengatur konservas sumberdayaa am seperti
Kawasan SegaraAnakan ditentukan olehtigafaktor
penting yaitukomunikas kebijakan, koordinas antar
lembaga, dan ketersediaan sumberdaya.

K etikaketigafaktor tersebut tidak menye-
diakan dukungan dalam prosesimplementas kebi-
jakan, makahasi| kebijakan tidak tercapal sesual
yang diharapkan. Akibatnya, intervens pemerintah
dalam mengel olasumberdayaa am menjadi tidak
efektif bahkan mendapatkan resistens yang tinggi
dari masyarakat |okal.

K ebijakan publik yang melibatkan banyak
kelompok kepentingan perlu didukung dengan
mekanismekoordinas yang jelas. Lembagakoor-
dinator perlu diberikan posisi struktur dan kewe-
nangan yang jelas dan otonom sehinggamemiliki
kapasitaske embagaan yang memadai untuk mela-
lukanfungg koordines.
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